




2.1. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul “Peran Save 
The Children dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui 
Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kupang. 
1. Penelitian yang di lakukan oleh Pallawaruka (2014), dengan judul “Peran 
Organisasi Save The Children Dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak” bertujuan 
untuk mengetahui strategi organisasi save the children dalam penanganan kasus 
pekerja anak di Indonesia. dan melihat apa saja yang menjadi hambatan yang di 
alami organisasi save the children dalam menangani kasus pekerja anak. Dari 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh organisasi 
Save the Children dalam penanganan kasus pekerja anak tersebut adalah dengan 
membuat EXCEED program (Eliminate Exploitative Child Labor trough 
Education and Economic). Sedangkan Hambatan yang dialami oleh organisasi 
Save the Children selama menjalankan program tersebut adalah mitra kerja 
organisasi Save the Children di Pontianak mengalami permasalahan internal 
sehingga tim peneliti tidak dapat menjalankan kegiatan survey di daerah 
Pontianak. 
Dari penjelasan diatas ada persamaan antara peneliti dengan apa yang di teliti oleh 
Pallawaruka (2014) yakni sama-sama meneliti tentang bagaimana peran Save The 
Children. Namun yang memdedakan disini peneliti mengkaji tentang bagaimana 
kekerasan terhadap anak sedangkan Pallawaruka (2014) mengkaji tentang kasus 
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pekerja anak, selain itu tempat penelitiannya juga berbeda. Peneliti akan 
melakukan penelitian di Kota Kupang sedangkan Pallawaruka melakukan 
penelitian di Kota Pontianak.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestyoningsih (2019), dengan judul “Penanganan 
kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat di Indonesia” penelitian dilakukan 
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan 
dengan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat. dari hasil 
penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa situasi kekerasan terhadap anak 
menjadi isu dibalik tingginya angka kematian dan kesakitan anak. penanganan 
terhadap korban kekerasan terhadap anak di Indonesia telah dilakukan, baik yang 
dilakukan oleh berbagai institusi entah itu institusi pemerintahan atau lembaga 
swadaya masyarkat. namun koordinasi lintas sektor ini masih menjadi 
permasalahan. kesimpulannya adalah penanganan terhadap anak korban dan 
pelaku kekerasan yang komperehensif melalui penanganan yang menyeluruh dan 
berbagai pihak yang kompeten. 
Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh 
Lestyonigsih (2014) bahwa persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang 
masalah kekerasan terhadap anak. Namun yang membedakan disini adalah 
peneliti melakukan studi tentang bagaimana peran sebuah lembaga dalam 
merespon kasus kekerasan terhadap anak. 
3. Penelitian yang di lakukan oleh Rini (2019), dengan judul “Upaya 
penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di 
wilayah hukum kota Bandar Lampung”, kekerasan di Kota Bandar Lampung tiap 
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tahun mengalami peningkatan sehingga penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 
mencari solusi dalam upaya penanggulangan melalui sistem perlindungan terpadu 
dan selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam upaya 
penanggulanan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu. 
Kemudian dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, Upaya 
penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu 
belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam 
melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Kedua, Upaya 
penanggulangan kekerasan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan 
cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum, dan seriusnya aparat penegak 
hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak. 
Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan 
Rini (2019) bahwa persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan 
terhadap anak. Namun yang membedakan disini adalah peneliti melakukan 
penelitian untuk mengetahui peran Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kota Kupang 
dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak. 
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya memang 
masih berkaitan dengan judul yang digunakan saat ini . Namun dalam penelitian ini 
peneliti lebih memfokuskan pada upaya atau peran Save The Children dalam 
memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Kupang. Karena melihat 
fenomena kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Kota/kabupaten Kupang 
sehingga membuat ketertarikan pada peneliti dalam melakukan sebuah penelitian untuk 
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mengetahui peran lembaga Save The Children dan bagaiamana memberikan 
penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kupang.  
2.2. Konsep Peran  
2.2.1. Pengertian Peran 
Peran adalah sebuah konsep tentang bagaiaman tindakan yang harus dilakukan 
oleh seorang individu dalam masyarakat dan melipiti berbagai tuntutan-tuntutan 
perilaku dari masyarakat terhadap sesorang dan merupakan perilaku individu yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat (Dewi Wulan Sari, 2009: 106). 
Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu 
posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika 
seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap 
bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri ligkungannya. Peran secara 
umum adalah kehadiran di dalam menentukan proses keberlangsungan. Peranan 
merupakan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau 
disebut subjektif (http://digilib.unila.ac.id/11913/13/BAB%20II.pdf). Peran dimaknai 
dengan tugasaatau pemberianntugas kepadaaseseorang atau sekelompokoorang. 
Peranannmemiliki aspek-aspek sebagaiiberikut:  
1) Peranan meliputi norma-normaayanggdihubungkan dengannposisi 
atauutempat sesorang di dalammmasyarkat. Perananddalam artiiini 




2) Peraturan adalahhsuatu konsep perihal apa yang harus dilakukan oleh 
individuddalam masyarakattsebagai organisasi. 
3) Peranan juga dapat diartikan sebagaipperilaku individu yanggpenting 
bagiistruktur sosial masyarakat. 
Jenis-jenispperan adalah sebagaiiberikut: 
1) Peranan normatif adalahpperan yang dilakukans eseorang atau lembaga yang 
didasarkan pada seperangkat norma yanggberlaku dalam 
kehidupannmasyarakat. 
2) Peranannideal adalah sebuah peranannyang dilakukanooleh 
seseoranggataullembaga yang didasarkannpada nilai-nilaiiideal atauuyang 
seharusnyaadilakukan sesuaiidengan kedudukanddi dalam suatuusistem. 
3) Perananffaktual adalah peranannyang dilakukanssesorang atau lembagaayang 
didasarkannpada kenyataanssecara kongkrittdilapangan atau kehidupanssosial 
yang terjadissecarannyata.  
2.3. Konsep Anak 
2.3.1. Pengertian Anak 
Pengertian anak dari aspek Psikologi, mengatakan bahwa anak adalah makhluk 
yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak 
sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur 
yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan (Kasiram, 1994:25). 
Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari 
hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak 
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atau juvenale adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum mencapai 
dewasa serta belum kawin. Dalam pengertian ini sering digunakan untuk mengkaji 
perbagai bentuk persoalan anak. 
Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan 
hidupnya karena mudah terpengaruh  untuk keadaan sekitarnya. Akan tetapi, sebagai 
makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering ditempatkan 
dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk berusara dan bahkan 
merupakan sering menjadi korban tidak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-
haknya (R.A Kosnan, 2005: 113). 
Di Indonesia sendiri terdapattbeberapa pengertianntentang anakkmenurut 
peraturannperundang-undangan, begituujuga menurut paraaahli.aNamun dari 
pengertiannini tidakaada kesamaanndalam pengertian anakktersebut,akarena dilatar 
belakangiddari maksud danttujuan masing-masinggundang-undang maupunppara 
ahli.aPengertian anakkmenurut undang-undanga: 
1. Anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak...Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1)aUndang-undang Nomor 23 
Tahun 2002Ttentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum 
berusiaa18 (delapannbelas) tahun, termasuk anak yang masihddalam 
kandungan... 
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Dijelaskan dalamppasal 330 Kitab Undang-Undang HukumpPerdata, 
mengatakannbahwa orang belum dewasa adalahhmereka yanggbelum mencapai 
umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Jadi anak adalah setiap orang 
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yanggbelum berusiaa21 tahunndan belum menikah. Namun seandainya seorang 
anak yang telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau 
ditinggal mati oleh pasangannya sebelum umur 21 tahunttetap saja dianggap 
orang yang sudah dewasa. 
3. Menurut Undang-Undang Nomorr4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak 
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umurr21 
(duaapuluhssatu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butirr2). 
4. MenuruttPasal 1bbutir 5uUndang-Undangnnomor 39tTahun 1999ttentang 
HakkAsasi Manusiaaadalah sebagaiiberikut: “anakaadalah setiappmanusia 
yanggberusia di bawaha18 (delapanbbelas) tahunddan belummmenikah, 
termasukaanak yangmmasih dalammkandungan apabilaahal tersebut 
demikkepentingannya.,, 
Batasanuumur anakkmemang sangattpenting dalammperkara perlindungan 
terhadapaanak, sebab hal inilah yang akan dipergunakan untuk mengetahui siapa yang 
diduga sebagai pelaku tindakan kejahatan. Berbicara sampai pada batassusia 
berapaasesorang dikatakananak, pembatasannanak menurutppara ahliisebagaibberikut: 
Selama ditubuhnya masihbberjalan prosesspertumbuhan 
dannperkembangan ,aanak ituumasih menjadiaanak dannbaru menjadiddewasa apabila 
prosesspertumbuhan dan perkembangannya ituuselsai, jadinbatasan umuraanak-anak 
adalahhsama permualaann menjadi dewasa,yyakni 18 (delapanbbelas) tahunuuntuk 




Dari beberapa pengertian diatas bahwa batasan umur anak yang dijelaskan masih 
bervariasi. Kiranya menjadi sangat penting untuk menentukan dan disepakati sehingga 
kedepannya tidak terjadi hambatan dalam mengahadapi permasalahan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak. Dalam lingkup hak asasi manusia serta undang-undang 
tentang perlindungan anak masih ditetapkan bahwa anak adalah sesorang yang belum 
mencapai usia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan dan belum menikah. 
2.3.2. Hak Anak 
Anak adalah amanah dan sebuah karunia dari tuhan yang maha esa, bahwa 
setiap manusia terdapat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Anak juga di 
anggap sebagai calon generasi bangsa yang akan menjadi penerus cita-cita dan 
perjuangan bangsa ini. Merekalah yang akan mengekplorasikan potensi dalam diri 
mereka untuk menjaga dan memperjuangkan eksitensi bangsa dan negara di masa yang 
akan datang. Sebagai calon penerus bangsa, setiap anak kelak akan memikul sebuah 
tanggung jawab, oleh sebab itu mereka juga harus di berikan kesempatan yang luas 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hidup mereka, baik secara fisik, 
mental maupun sosial. Serta memberikan sebuah perlindungan dan dan mewujudkan 
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak  tanpa adanya 
diskriminasi. 
Pengertian anak dalam hukum positif atau hukummyang sedang berlaku di 
Indonesia,ppengaturannya masih tersebar di dalam berbagai perundang-undangan. 
Dalam pasal 330 Kitab Undang-UndanggHukum Perdata mendefensisikan anak 
sebagaibberikutt: “belum dewasa adalahhmereka yang belum mencapai umur genap 21 
tahun dan belum kawin. Adapun didalam ketentuannpasal 1 angkaa2 Undang-
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UndanggKesejahteraan Anak memberikan pengertian tentang anak yaituu: “anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin”.  Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagi salah satu bentuk ketentuan 
yang di atur secara spesifik dalam mengatur hak-hak anak,ddan mencantumkan kriteria 
anak sesuai pasal 1, yakni anak yang masih ada dalam kandungan sampai dengan usia 
18 tahun. Pengaturan dalam undang-undang terhadap pembatasan usai anak  dalam hal 
ini masih bersifat diversifikasiddan pada akhirnya membawa implikasi dalam 
penerapannya.... 
 Di dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menurut isi dalam undang-undang ini 
menjelaskan paling tidak ada 19 hak anak sebagai berikut, 
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembangg, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,sserta mendapatkan 
perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.... 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitassdiri status kewarganegaraan. 
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingannorangtua. 
4. Setiap anakkberhak untuk mengetahuioorang tuanya,ddibesarkan, dan diaasuh 
olehhorangtuanyaasendiri... 
5. Dalammhal karna suatu sebabborang tuanya tidakkdapattmenajamin 
tumbuhkkembangaanak,aatau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 
berhak di asuh atau diangkat menjadi anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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6. Setiapaanak berhakkuntuk memperoleh pelayanankkesehatan dannjaminan 
sosialssesuai dengannkebutuhannfisik, mental,sspiritual danssosial. 
7. Setiap anakkberhak memperolehppendidikan dannpengajaran dalammrangka 
pengembangannpribadinya danntingkat kecerdasannyaasesuai dengannminat 
dannbakatnya... 
8. Khusussbagi anak penyandang cacatjjuga berhakmmemperoleh 
pendidikannluarbbiasa, sedangkan bagiaanak yanggmemiliki keunggulannjuga 
berhakmmendapatkan pendidikankkhusus.... 
9. Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberikan sebuah informasi sesuai dengan kapasitas kecerdasannya dan usianya 
demi pengembangan potensi dirinya yang sesuai dengan  nilai-niali kesusialaan 
dankkepatutan. 
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaulddengan anak yang sebaya, bermain,bberrekreasi dan berkreasi sesuai 
dengan minattbakat, dan tingkatkkecerdasannya demi pengembanganndiri.  
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 
danppemeliharaanntaraf kesejahteraanssosial. 
12. Setiappanak dalam pengasuhannorang tua,wwali, atau pihakklain manapunnyang 
bertanggung jawab atas pengasuahan berhak mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) 
penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan 
(f) perlakuan salah lainnya. 
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13. Setiappanak berhakuuntuk di asuh olehhorang tuanyaasendiri, kecuali jikaaada 
alasanndanaaturan hukumyyang sah menunjukannbahwa pemisahannitu 
adalahddemi kepentingannterbaik bagi anakkdan merupakannpertimbangantterakhir. 
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan daria: (a)ppenyalahgunaan 
dalam politik; (b)pelibatan dalam sengketaabersenjata; (c) pelibatan dalam 
kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 
(e)ppelibatan dalammpeperangan. 
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan sasaran penganiayaan, penyiksaan, 
atauupenjatuhannhukuman yanggtidak manusiawi. 
16. Setiappanak berhak untukkmemperoleh kebebasannsesuai denganhhukum. 
17. Setiappanak yangddirampas kebebasannyabberhak untuk:a(a) 
mendapatkanpperlakuan secara manusiawiddan penempatannyaadipisahkan 
darioorang dewasa;b(b) memperolehbbantuan hukum ataubbantuan lainnyassecara 
efektifddalam setiapttahapan upayahhukum yang berlaku;ddan (c)mmembela diri 
danmmemperoleh keadilanddidepan pengadilanaanak yang objektiffdan tidak 
memihakddalam sidangttertutup untukuumum. 
18. Setiapaanak yang menjadikkorban atau pelakukkekerasan seksualaatau 
yangbberhadapan denganhhukum berhakuuntukddirahasiakan. 
19. SetiapPanak yang menjadikkorban atau pelakuutindak pidanabberhak 
mendapatkanbbantuan hukummdan bantuannlainnya. 
Pemenuhan hak-hak anak memang pada dasarnya merupakan sebuah tanggung 
jawabnya orang tua. Sebab orang tua merupakan aktor pertama yang di kenal oleh anak 
dan orang tua juag mempunyai peran yang sangat vital dalam keluarga dan mempunyai 
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kewajiaban bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-
hak tersebut, khusunya pada kebutuhan akan pelindungan, yang meliputi dalam bidang 
kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan sosial. Bantuan dan peayanan-
pelayanan yang di berikan dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 
menjadi hak setiap anak tanpa harus membedakan jenis kelamin, dalam hal agama, 
pendirian politik, bahkan sampai pada kedudukan sosial. 
2.3.3. Perlindungan Terhadap Anak 
MenuruttUndang-Undang Nomorr23 Tahun 2002 tentangpperlindungan 
anakkmendefenisikanbbahwa: 
Perlindngan anak merupakan seraingkaian kegiatan untuk melindungi anak sejak 
dalam kandungan,aagar anak dapat terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh 
dan berkembang serta terbebas dari segalabbentuk perlakuanddiskriminasi dan 
tindakan kekerasan baik secra fisik,mmental, rohani maupun sosial secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabatnya. 
 
Permasalahan anakmmemang setiap tahun mengalami peningkatan, terkhusunya 
pada kasus kekerasan terhadap anak. Angka kekerasan terhadap anak di indonesia terus 
meningkat. Hingga pertengahan maret 2018, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (PPPA) telah menerima sekitar 1.900 laporan (Saiful Munir. Sindonews.Com, 19 
Maret 2018. https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-
terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328). Tentu hal ini tidak biarkan begitu saja, 
hal ini menjadi tanggung jawab semua elemen untuk melindungi hak-hak anak. Oleh 
karna itu pembahasan terkait dengan perlindungan anak juga sekarang mulai 
berkembang.  
Perlindungan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan 
sebuah tolak ukur dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan 
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negara. Untuk itu hal ini merupakan sebuah kewajiban kita bersama bagi pemerintah 
dan seluruh anggota masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif untuk 
memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai kamampuan yang di 
miliki demikkepentingan umat dan kemanusian. Perlindunganaanak jugammerupakan 
sebuah kegiatannbersama yanggdi lakukan secarassadar bagi setiapporang yang bekerja 
bertujuan untuk memperjuangakan keamanan, pengadaan, dan untuk memenuhi 
kesejahteraan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya. Namun 
melihat krisissdan konflik yang akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia merupakan 
sebuh tekanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan kondisi anak-anak dan 
ramaja dapat di golongkan sebagai kelompok yang rawan terjadi keterpurukan. Melihat 
dari kondisi yang di sekitar lingkungan anak telahmmenjadi perhatiannmasyarakat 
dunia pada umumnyaadan juga untuk masyarakattindonesia padakkhsusnya. 
Kegagalanppranata sosialddan kondisisideal yanggdi perlakukannuntuk 
melindungihhak-hak anakkindonesia yangssampai saattini belummdiwujudkan oleh 
pihakkpemerintah republikkindonesia.  
2.3.4. Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang 
Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap 
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita Arif, 2004: 18). Di indonesia 
perhatian dalam bidang perlindungan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan. 
Hal ini pemerintah berupaya untuk melindungi hak-hakaanak. Perlindunganhhukum 
terhadapaanak merupakan sebuah tindakanddalam proses pencegahanndan 
tindakannrepresif, namun yanggpaling utamaaadalah tindakanppencegahan. Dalam 
upaya pencegahaniini di atur sedemikiannrupa untuk menghindar dari hal-halyyang 
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merugikankkepentingan dannmenimbulkan penderitaannsecaraafisik, mental, danssosial 
anakttidakkterjadi, sehinggassegala bentuk aktifitas anakkberada dalamkkondisi 
primaauntuk menghadapi masaddepannya.  
Dalam Keppres Nomor 36Ttahun 1990, konvensi hak anak telah diratifikasi dan 
berlaku mengikat menjadi hukummIndonesia. Menjadi sebuah negara yang sudah 
meratifikasi kenvensi hak anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terwujudnya 
hak-hak anak melalui Peraturan Perundang-undangan hukum nasional. Dilihatddari segi 
hukum nasional, saat ini sudah banyakPperundang-undangan yang dijadikan 
landasanhhukum untuk melindungi hak-hak anak, ada beberapa undang-undang yang 
berkaitan dengan perlindungan anak. 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
Undang-undang ini dalam pasal 1 menyatakan bahwa : 
“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, 
spirtual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”. 
 
Dalam pasal 3 dijelaskan tentang kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk:  
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 
2. Memulihkan fungsi sosialdalam rangka mencapai kemandirian; 
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 
masalah kesejahteraan sosial; 
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha 
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan keberlanjutan; 
Selanjutnya dalam pasal 16 menjelaskan bahwa : 
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1. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela sesorang, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. 
2. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk 
penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. 
2. Undang-UndangNNomor 4TTahun 1979 tentangKKesejahteraannAnak 
Dalam Undang-Undangppasal 2 ayat33 dan 4mmenjelaskan bahwaa: 
“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa ia 
dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas 
perlindungan-perlindungan terhadap perlindungan lingkungan hidup 
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan secara wajar”.  
Ketentuan hukum yang di paparkan di atas merupakan sebuah dorongan untuk 
perlindungan anak dalam hal untuk mengusahakan kesejahteraan anak 
danmmemebrikan perlakuan yang adil terhadap anak. Dari penejelasan ini bahwa 
masyarakat dan pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan anak (pasal 11 ayat 2 
Undang-undang No.  4 Tahun 1979). Artinya bahwa pemerintah dan masyarakat 
memiliki peran penting dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak. Setiap 
anggta masyarakat harus memperjuangkan serta melindungi hak-hak anak sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki dengan berbagai betuk upaya sesuai dengan situasi 
dan kondisinya. Setiap warga negara ikut serta ikut serta dalam mewujudkan 
perlindungannanak demikkesejahteraannanak,oorang tua, danbbangsa. Kenapa 
demikian sebab kesejahteraanaanak sangat berpengaruhhpositif padaoorangllain, seperti 
orangtua, masyarakat, dan negara. 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-undangTtelah mengatur tentangpperlindungan hak asasimmanusia 
termasukddenganhhak-hak asiaanak. Yang di maksud anak dalam undang-
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undangaadalah, setiapmmanusia dibbawah 188(delapannbelas) tahunddan 
belummmenikah, termasukaanak yangmmasih dalamkkandungan apabilaahal 
tersebutaadalah demikkepentingannya. 
Yang di maksud denganhhak asasimmanusia adalahh: 
“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia 
sebagai makhluk tuhan yang wajib dihormati,di junjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, kukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.  
 
Kemudian di dalam Undang-Undang Nomorr39 Tahunn1999, dalammbagian ke 
sepuluh bahwa isi undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hakkanak 
sebagaibberikut. 
1. Hak anak atas perlindungan orang tua,kkeluarga, masyarakat dannnegara. (pasal 52 
(1)) 
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dannuntuk kepentingannya hak anak itu diakui 
dan dilindungiooleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. (pasal 52 (2)) 
3. Hak anak untuk hidup, mempertahankannhidup, dan menigkatkan taraf 
kehidupannya, sejak dalammkandungan. (pasal 53 (1)) 
4. Hak anak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak  kelahirannya. 
(pasalL53 (2)). 
5. Hakk atas setiap  anak cacat fisik dan atau mental untukkmemperoleh perawatan,  
pendidikan,Ppelatihan, dannbantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin 
kehidupannya sesuai denganmmartabat kemanusiaan, meningkatkanRrasa 
percayaadiri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupanbbermasyarakat, 
bebangsa dan bbernegara. (pasalL54). 
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6. Hakkanak untukddibesarkan, dipeliara,ddirawat, danndididik, di arahkan, 
danndibimbing kehidupannyaooleh orangtuaaatau walinyassampai dewasassesuai 
ketentuannperaturanPperundang-undangan. (pasalL57 (1)). 
7. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk 
kekerasanFfisik dannmental, penelantaran,  perlakuan buruk, danPpelecehan 
seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atauppihak lainmmaupun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan anakTtersebut. (pasalL58 (1)). 
8. Hakaanak untuk memperolehPpendidikan dan pengajaranddalam 
rangkaPpengembanagn pribadissesuai denganmminat,bbakat, 
danntingkatKkecerdasannya. (pasal660 (1)). 
9. Hak aanak untukkmemperoleh perlindunganndari kegiatanNeksploitasi 
ekonomiddan setiapppekerjaan yanggmembahayakan dirissehingga 
dapatmmenggangguppendidikan, kesehatanffisik,mmoral, kehidupannsosial,ddan 
mentalsspritualnya. ( pasal a64). 
10. Hakaanak untuk memperolehpperlindungan darikkegiatan eksploitasiddan 
pelecehansseksual,Ppenculikan, perdaganganaanak, sertaddari berbagaibbentuk 
penyalahgunaannnarkotika, psikotropikaddan zat adiktifflainnya. (pasalo 65). 
11. Hakkanak bahwa setiappanak di rampasskebebasannya berhakkmendapatkan 
perlakuanssecara manusiawiddan denganmmemperhatikan 
kebutuhannpengembangan pribadissesuai dengan usianyaadan harussdipisahkan 
darioorangddewasa,Kkecuali demikkepentingannya. (pasala66 (5)). 
4. Undang-Undang NomorR23 Tahun 2002TTentang Perlindungan Anak 
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Undang-Undanggini di buat untuk mewujudkanpperlindungan dannkesejahteraan 
terhadapaanak. Dari penjelasan dalam undang-undangiini bahwa yangadi maksud 
anakaadalah, seseorang yanggbelim berusia 18 (delapanbbelas)ttahun, termasukaanak 
yangmmasih dalamkkandungan. 
Undang-UndangnNomor 23 Tahun 2002TT entang PelindunganAAnak dalam bab 
III yangmmengatur hak dannkewajibanaanak,  bahwaa: 
1. Hakaanak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabatkKkemanusiaan, sertaamendapatkan 
perlindungan,kkekerasan danndiskrimnasi. (pasal 4Uundang-undang nomorr23 
tahun 2002) 
2. Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.a(pasal 
5 undang-undang nomort 23 tahun 2002) 
3. Hak anakuuntuk beribadahmmenurutaagamanya, berpikirddan berekspresissesuai 
denganntingkat kecerdasanndan Uusianya, dalammbimbingan oranggtua. (pasal 6) 
4. Hak anak untuk mengetahui orangt uanya, dibesrkan dan diasuh oleh orang tuanya. 
(pasal 7aayat (1)). 
5. Hak anak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak yanggdi angkat 
oleh orangjlain apabila dalam hal karena sesuatuusebab orangtuanya tidak dapat 
menjamin tumbuh kembang anak,aatau anak dalam keadaan terlantar, sesuai dengan 
peraturanpperundang-undangan yang berlaku. (pasal 7aayat (2)) 
6. Hakaanak untuk memperolehppelayanan kesehatanmdan jaminanssosial 
sesuaiddengan kebutuhannfisik,mmental,sspiritual, danssosial. (pasalL 8) 
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7. Hakaanak untukmmemperoleh pendidikanndan pengajaranmdalammrangka 
pengembnganPpribadinya dan tingkatkkecerdasannya sesuaiddengan 
minatddanbbakatnya. (Ppasal 9 aat (1))) 
Kemudian di dalam Undang-Undang NomorR23 Tahun 2002ttentang 
perlindunganaanak selainmmengatur hak-hakkanak sepertiyyang di jelaskan 
diatasbbahwa masih ada jugaddalam pasal 59mmengatur tentangaanak yang 
mendapatpperlindungan khususs, yaituudi berikan kepadaa: 
1. Anak yangTtereksploitasi secaraeekonomi atausseksual 
2. Anakyyangpdiperdagangkan. 
3. Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban  
  kekerasan baik secar fisik dan/atau secara mental. 
4. Anak korban perlakuan salah. 
5. Penelantaran.  
2.3.5. Kesejahteraan Anak 
Di dalam kehidupan bermasyarakat anak mempunyai kedudukan yang sangat 
penting, sebab anak adalah tunas harapan bangsa yang tumbuh dan kembang menjadi 
sebuah harapan dalam meneruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa. Sebagai 
generasi yang nantinya akan mempertahankan dan memperjuangkan bangsa ini perlu 
untuk dirawat, dilindungi, dibina serta meningkatkan kesjahteraannya. Hal ini yang 
akan menunjang tumbuh  dan kembangan dalam membentuk kepribadian dan 
keterampilannya serta kempampuan dalam mengambil sebuah peran dang fungsi dalam 
kehidupannya. Artinya bahwa segala bentuk pencapaian anak di kemudian hari 
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tergantung bagaiman pemerintah memberikan perlindungan  serta jaminan dalam 
hidup terhadap anak. 
Memang secara fisik dan kejiwaan serta dengan sosial, anak-anak memang 
masih dalam tahap perkembangan, akan tetapi sebagai manusia mereka yang 
mempunyai  hak dan kebutuhan sesuai dengan keberlangsungan hidup dan 
kesejahteraan sosialnya.  
Namun sebelum kita merujuk pada pembahasan terkait dengan kesejahteraan 
anak. Perlu terlebih dahulu kita pahami mengenai penegrtian kesejahteraanssosial. 
Menurut friendlander (1991) kesejahteraanssosial : 
Social welfare is the organized system of social services and institution, 
designed to aid individuals and groups to attain satisfying standars of 
life and helath, and personal and social relationship wich permit them to 
develop their full capacities and to promote thei well-being in harmony 
with the needs of their families and community. 
(kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi 
dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun 
kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang ebih 
memuaskan dan hubungan individu dan sosial memungkinkan mereka 
untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan 
mereka dalam kesinambungan dengan kebutuhan akan keluarga dan 
lingkungan mereka).  
Kemudian dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. dalam pasal 1 
ayat 1 ; 
“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hdupa secara layak dan 
mampu mengembangkan diri ,sehimgga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya.” 
 
Artinya bahwa melihat pengertian di atas menjelaskan bahwakkesejahteraan 
sosial memilikippengertian yang luas, tentu hal ini meliputi sebuah keadaan yang 
baikddan sehat ataussejahtera dan kepentinganmmanusia secara garis besar termasuk 
 30 
 
kebutuha fisik, mental, perasaan, spiritual dan ekonomi. Selain itu kesejahteraan ssosial 
juga mencakup berbagai lembaga-lembagauutama,kkebijaksanaan,pprogram dan 
proses-proses yanggberhubungan dengan penanggulanganndan pencegahan dalam 
masalahssosial, serta perkembangannsumber-sumber manusia dan 
peningkatanttarafhhidup.   
 Kesejahteraan sosialddapat diukur dalam tingkat kehidupan (levels of living), 
pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas hidup (quality oh life), 
dan pembangunan manusia (Sen, 2008). Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan 
yng memberikan jaminan terhadap tumbuh dan kembangnya seorang anak dengan 
sewajarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya. Berbicara kesejahteraan anak 
adalah sebuah hak asasi anak yang harus diperjuangkan bersama. Untuk itu mulai dari 
pelaksanaan pengadaan kesejahteraan melihat dari keterlibatan masyarakat dalam usaha 
pengadaan perlindungan anak. Dengan ada perlindungan terhadap anak tentu peerintah 
harus bergandeng tangan dengan masyarakat untuk pengadaan perlindungan anak. 
Sebab negara kita saat ini sangat rentan sekali dengan kassus kekerasan terhadap anak. 
Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan tentu memiliki hambatan 
dalam tumbuh dan kembang secara wajar. Hal ini tentu akan berpengaruh pada segala 
bentuk aktivitas mereka. Untuk itu anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan 
perlu untuk memberikan pelayanan dannbimbingan untuk dapatmmelaksanakan 
tugasnya dalam kehidupannyaasesuai denganharapanmmasyarakat. Begitupula anak 
korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa mereka yang mengalami masalah 
kesejahteraan tentu mereka juga membutuhkannperhatian dan bimbingan sertahhak 
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untukkmendapatkan kasih sayang dari orangtua dan perlindungan seperti anak-anak 
lainnya. 
Kesejahteraan anak (Child Welfare), seperti kesejahteraan sosial, merupakan 
konsep yang cukup luas dan bisa didefenisikan dalam arti yang lebih luas, 
sebagaimana yang di kemukakan oleh Jhonson & Schwartz (1991: 167) 
mendefenisikan sebagai : series of activities and programs through which 
society expresses its special concern for children and wilingness to assumse 
responsibility for some children until they are able to care for themselves. 
(bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu 
sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk 
mengambil pertanggungjawaban untuk bebrapa anak sampai mereka mampu 
untuk mandiri) (http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123838-
SK%20006%2009%20Kha%20u%20-%20Upaya-Upaya-Literatur.pdf) (diakses 
10 desember 2018). 
Berkaitan dengan pengertian di atas menjelaskan bahwa kesehateraan anak 
merupakan sebuah bidang khusu yang ambil oleh para profesi kesejahteraan sosial. 
Berkenanan dengan masalah-masalah kesejahteraan anak, memang hal ini berkaitan 
dengan peran orang tua dalam memenuhikkebutuhan anak sebagai akibat dari 
kemiskinan dannadanya interaksi yang kurang memadai dalam lingkungankkeluarga, 
tentu sangat diperlukan perlindungannterhadap anak untuk membantu dalam upaya 
mensejahterakan anak. 
Dalam bagian ini, akan di jelaskan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia di 
jamin oelh Undang-undang, yaiitu Undang-UndanggNomor 4 Tahun 1979Ttentang 
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kesejahteraan anak. Pada dasarnya perlindungan anak merupakan bagian dari 
kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak seperti dijelaskan sebelumnya 
merupakan aspek kesejahteraan sosial, sehingga dalam aspekPperlindungan anak juga 
termasuk bagian dalam aspek kesejahteraan sosial. 
2.4. Konsep Kekerasan Anak 
2.4.1. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan 
yang dilakukan dengan sengaja, dari ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau 
sekelompok orang yang menimbulkan luka,Kkematian, kerugianPpsikologis,kkelainan 
dalam proses perkembangannatau perampasannhak. Abuse adalah kata yang biasanya 
diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan salah.  
Dalam The Social Work Dictionary, Barker (1987: 1) dalam Huraerah 
(2006:36).  
Kekerasan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) 
keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan cidera atau 
bahkan menyebabkan kematian atau menyebabkan kerusakan fisik pada barang orang 
lain.  
Saraswati mengungkapkan bahwa kekerasan adalah bentuk tindakan yang 
dilakukan terhadap pihak lain, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang 
dapat menimbulkan penderitaan pada pihak lain. kekerasan dapat terjadi dalam dua 
bentuk, yaitu kekerasan fisik yang megakibatkan luka atau bahkan sampai kematian, 
dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban melainkan berakibat pada 
timbulnya trauma yang berkepanjangan pada diri korban  (Malinda, 2008). 
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Tindakan kekerasan dapatddibagi menjadi duaa(Andayani,a2001), yaituu: 
1) Kekerasan terjadi di lingkungan sosial 
Anak sering mengalami  kekerasan dalam lingkungan sosial kekerasan yang 
dialami seperti  penganiayaan atau child abuse, yaitu perilaku-perilaku yang 
dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang dianggap tidakwwajar. Defenisi 
tentang child abuse biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama 
intensitaspperilaku atau tindakan, kedua efek yanggditimbulkan pada diri anak, 
ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, keemapat standar 
diaman penilaian itu dilakukan. Dalam masyarakat orang-orang beranggapan 
bahwa penganiayaan itu terjadi akibat ketidakpuasaan pelaku terhadap si korban. 
Walau demikianntidak adaaatauran yanggmemperbolehkan perilakuuatau 
tindakan yangmmengakibatkan luka atau trauma pada orang lain. 
2) Kekerasanyyang dialamimdalam lingkungan keluarga (domesticVviolence) 
Kekerasanyyang dialami dalammkeluarga biasanya kekerasanyyang diterima 
seorang anakndari orangtuanya,bbaik berupaffisik, maupunmmental. Biasanya 
kekerasanddalamkkeluarga muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. 
Daribberbagai pengertianddiatas maka dapatddisimpulkan bahwaakekerasan 
adalahhsebuah tindakan atau perbuatan yanggdilakukan secaraasengaja atauusewenang-
wenang, hal tersebut disertai dengan ancaman-ancaman sehingga 
menimbulkanppenderitaan padaoorang lain (korban) baikksecara fisikkmaupun secara 
mentalddan hal tersebut memberikan dampak buruk pada orang lain. 
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2.4.2. Kekerasan Terhadap Anak 
Anak sebagai generasi peneurs bangsa, tentunya harus mendapatkannhak-hak 
dan kebutuhannyaasecaraamemadaii. Begitupula sebalinya mereka bukaasebagai 
objekk(sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi 
dari siapapun atau dari pihakmmanapun. Anak yanggdinilai rentan mendapat 
kekerasanndan ppenganiayaan, seharunyaddirawat,ddiasuh, dididik dengan baik agar 
pertumbuhan dan perkembangan mereka secara sehat dan wajar. Hal ini sangat perluUdi 
lakukan, agar kelak mereka menjadi generasi yang cemerlang. 
Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, 
seperti kekerasan fisikal dan seksual. Padhal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial 
(struktural) juga memberikan dampak yang buruk dan permanen terhadap anak 
(korban). Oleh sebabnya, istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa 
terentang dari yang bersifat fisik (psychal abuse) hingga seksual (sexual abuse); dari 
yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi 
kekerasan struktural (Huraerah. 2006:14). 
Child abuse yaitu “ the recurrent infliction of psychal or emotional injury on a 
dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, 
persistent redicule and degradation, or esxual abuse, usually commited by parents or 
others in charge of the child’s care” (kekerasan terhdapa anak adalah tindakan yang 
melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang 
ketergantungan, melalui desakan hasrat, hkuman badan yang tak terkendali, degradasi 
dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh para orang 




Selain itu dalam Encyclopedia article from encarta, mengartikan bahwa child 
abuse sebagai “intentional acst that result in physcal or emotional harm to childre. The 
term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by 
parents or other adult caretakers to neglect at at a child’s basic need’s” (kekerasan 
terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menumbulkan kerugian atau 
bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Richar J. Gelles (2004: 1) 
dalam Huraerah (2006: 36)).  
Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindakan abnormal 
dalam masyarakat sebab hal ini terjadi karena bertentangan dengan nilai-nilai dan 
norma masyarakat. saat ini kondisi dari gejala-gejala abnormal sudah semakin 
berkembang dalam permukaan, seperti terjadinya kasus penelantaran, penganiayaan, 
dan lain-lain..   
2.4.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 
Terry E. Lawson, Psikiater anak, sebagaimana dikutip Rakhmat dalam baihaqi 
(1999: 25) dalam Huraerah (2006: 36-37) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak 
(Child abuse) menjadi empat bentuk, yaitu; emotional abuse, verbal abuse, physical 
abuse, dan sexual abuse. Namun ada penjelasan lain dari, Suharto (1997: 365-366) 
dalam Huraerah (2006: 37-38) mengelompokan child abuse menjadi;Pphysical 
abusee(kekerasan fisik), psychologicalaabuse (kekerasannpsikologis), 
(kekerasansseksual), danSsocial abusee(kekrasanssosial). Dari keempat bentuk child 
abuse ini dapat dijelaskan sebgai berikutt: 
1. Kekerasannanak secaraffisik, adalah sebuah kekerasan sepertiI penyiksaan, 
Ppemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan 
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benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau pun sampai pada 
kematian. Bentuk luka yang terjadi pada anak seperti lecet atau memar akibat 
persentuhan atau kekerasan yang dilakukan dengan benda tumpul, seperti bekas 
gigitan, cubitan, rotan, dan lain-lain. Selain itu ada pula berbentuk luka bakar 
akibat tersiram bensin atau sundutan rokok atau setrika. Kekrasan fisik pada 
anak sering kali terjadi di daerah paha, lengan, mulut, dada, pipi, punggung atau 
daerah bokong. Timbulnya kekrasan terhadap anak secara fisik pada umumnya 
dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya. Seperti anak 
nakal, sering menangis, merusak barang berharga, dan lain-lain. 
2. Kekrasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata 
kasar dan kotor, memperlihatkan gambar atau mempertontonkan video 
pornografi pada anak. Anak yang sering mendaptkan perlakukan seperti ini 
umunya menunjukan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, 
mennagis ketika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang 
lain. 
3. Kekrasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara 
anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, 
exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak 
dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksplotasi seksual). 
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksplotasi 
anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan yang di tunjukan oleh orang 
tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, 
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tidak diberi pendidikan dan kesehatan yang layak. Sedangkan ekploitasi anak 
menunjukan pada sikap diskriminatif atau sebuah perlakuan yang sewenang-
wenangan terhadap anak yang dilakukan keluarga atau bahkan lingkungan 
sekitarnya. Contohnya seperti memaksakan anak untuk melakukan sesuatu demi 
kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak 
sesuai dengan perlindungan terhadap proses perkembangan anak secar fisik, 
psikis, dan status sosilanya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di tempat 
pabrik yang membahayakan dengan upah yang rendah tanpa alat-alat 
keselamatan yang kurang memadai , atau anak dipaksa untuk bekerja yang 
melampaui batas kemampuannya. 
2.5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 
Kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor-fakto: 
personal, sosial, dan kultural. Dari bebrapa faktor tersebut dikelompokan menjadi 
empatTkategori, yaitu; (1)P pewarisannkekerasan antar generasi 
(intergenerationalLtransmision of  Vviolence), (2) stres sosialL(socialsstress), (3) 
isolasiSsosial dan partisipasi dari masyarakat bawah (social isolationN and low 
communityYinvovelment), dan (4) strukturKkeluarga (familyYstructure) (Huraerah, 
2006: 42-43). 
MengenaiKkeempat faktor kekerasan yang dilakukan terhadappanak 
dapatddijelaskan sebgaiBberikut; 
1. Pewarisan kekerasan antar generasi (intergenerationalTtransmision of violence) 
Banyakaanak yanggbelajar perilaku kekerasan darioorangtuanya dan ketika tumbuh 
menjadiSseorang dewasa mereka melakukan tindakan yang kekerasan 
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terhadapAanaknya. Dengan demikian bahwa perilakuKkekerasan menjadi sebuah 
warisan dariggenerasi keggenerasi.  
2. Stres sosial (social stress) 
Stress yanggditimbulkan dari berbagai kondisi sosialhmeningkatkan kondisi sosial 
kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga. Kondisi sosial ini mencakup; 
penganggurang(unemployment), penyakit (illnes), kondisi perumahan burukk(poor 
housing conditions), ukuran keluarga besar dariBrata-rata ( a larger-than-average 
family size), kelahiran bayi baruu(the presence of a new baby), orang berkebutuhan 
khusus (disabled person) dirumah dan kematian (death)sseorang anggotaKkeluarga.  
3. Isolasi sosialfdan keterlibatan masyarakat bawahh(social isolation  and low 
community invovelment) 
Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap 
anak, mereka cenderungTterisolasi secarassosial. hal tersebut menunjukan bahwa 
sedikit sekali orang tua yang melakukan tindakan keras, kurang terlibat dalam sebuah 
organisasi masyarakat dan kebanyakan orang tua kurang memiliki hubungan dengan 
teman atau kerabat.  
Kurangnya keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan, sehingga 
pentingnya dalam melibatkan diri dalam organisasi masyarakat untuk mendapat 
dukungan dan dapat menghilangkan stres keluarga dan sosial. Selain itu kurangnya 
kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan untuk 
merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat. 
4. Struktur keluarga  (family structure) 
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Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan 
tindakan kekerasan dan pengabaian terhadap anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih 
memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhdapa anak dibandingkan dengan 
orang tua utuh. Karena dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil 
dibandingkan dengan keluarga lainnya, sehingga dari permasalahan tersebut dapat 
dikatakan sebagai penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. 
Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan 
salah memiliki tingkat dalam melakukan tindakan kekerasan lebih tinggi terhadap anak. 
Selain itu, keluarga-keluarga yang di dalam rumah entah suamiAatau istri yang 
mendominasi dalam membuatSkeputusan pentingNseperti; dimanaAbertempatTtinggal, 
pekerjaanAapa yanggmau diambil, ketikaAmempunyai anak, dannberpa banyak uang 
yang harus dibelanjakanUuntuk makanndan penginapan mempunyaiYtingkat 
kekerasanTterhadap anakLlebih tinggi dibandingkanDdengan kelurgaAyang didalam 
rumahnya entah suamiaatau istrinya sama-samaAbertanggungjawab dalam menjalani 
hidup. 
2.6. Dampak Kekerasan Terhadap Anak 
Konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelenataran terhadap anak dapat 
menimbulkan kerusakan dan akibat yang luas (far-reaching). Luka-luka fisik, sepertii; 
Mmemar-memar (bruises), goresan-goresan (scrapes), danNluka bakar (burns),Hhingga 
kerusakan otak (brain damage), cacat permanen (permanent disabilites), dan kematian 
(death). Selain itu efek psikologis pada anak korbanKkekerasan dan penganiayaan 
bisaasampai seumur hidup, sepeti;rrendah harga diri, (Llowered sense of self-worth), 
ketidakmampuan berhubungan denganNteman sebayanya (an inability to relate to 
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peers), masa perhatian tereduksi (reduced attention span), dan gangguan belajar 
(learning disordes), kecemasan secaraBberlebihan (excessiveEanxiety) atau gangguan 
identitasSdisosiatif (dissociative identity disorder) dan bertambah resiko bunuh diri 
(suicide) richard j.gelles (2004: 6-7) dalam huraerah (2006: 46). 
Dari uraian diatas terlihat bahwa dampak kekerasan yang terjadi pada anak sangat 
mengenaskan. Sayang sekali masayarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa 
dampak dari kasus kekerasan yang di lakukan terhdapa anak bisa memberikan dampak 
yang sangat luas. Hal ini mungkin banyak orang yang belum memahami dan menyadari 
bahwa pemukulan yang bersifat fisik terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar 
sepeti kerusakan emosional anak.  
2.7. Peran Pekerja Sosial  
Dalam sistem Pelayanan sosial, seorang pekerja sosialLmemiliki perangyang 
sangatSsentral dalam memberikannpelayanan. sebagaissebuah profesiKkemanusiaan, 
social worker memilikisseperangkat ilmuUpengetahuan (BodyYOf 
Knowledgee),Kketerampilan (BodyoOf SkillsS), danNnilai ( Body OfCVelues)yyang 
dimilikinyaamelaluiIpendidikannya atau penagalaman profesional. dari ketiga poin 
tersebut akan membentuk pendekatan dengan ilmu dan pengalaman sebagai pekerja 
sosial akan membantuUkliennya. 





Berdasarkan literatur pekerjaAsosial, peran fasilitator sering disebut sebagai 
pemungkinN(enabler). menurut Barker (dalam suharto, 2005:098) mengatakan 
bahwaPperanan sebagai fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien 
menjadiMmampu menanganiTtekanan situasional atauutransisional. 
Fasilitator adalahhyaitu orang yang mampuUmempermudah dannmeringankan 
jalanPpartisipan (Wibhawa,02010:0105). dalam hal ini fasilitatorbbertujuan 
untukMmembantu kliennmenjadi mampu untuk mengatasi tekananssituasional 
maupun dari tekananttransisional denganCcara memberikan atauumenyediakan 
kesempatan danffasilitas untuk klin yanggmembutuhkan dalam 
mengatasimmasalahnya, serta untuk memenuhihkebutuhan dannmengembangkan 
potensiYyang dimiliki klien. 
2. SebagaiPPerantara (Broker) 
Sebagai perantara adalah untuk membuka sebuah ruang  terhadap individu, 
kelompok, dan masyarakat dengan lemabaga pemebri pelayanan masyrakat dalam 
hal ini adalah dinas sosial dan pemberdayaan masyrakat, sertaapemerintah,aagar 
dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu,kkelompok, dannmasyarakat. 
Dalam proses pendampingan, peran sebagai perantara ada tiga prinsip utama dalam 
melakukan perananan sebagai broker yaituu; (a) mampi mengidentifikasi dan 
memetakan  sumber-sumber kemasyarakatan sesuai dengan potensinya; (b) mampu 
menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secaraakonsisten; 
(c)mmampu mengevaluasi efektivitas sumberddalam kaitannya dengan kebutuhan 
penerimah manfaata. 
3. Sebagai Mediator 
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PeranNsebagai medioator adalah mampu memberikan layananmmediasi jika 
klien mengalamiIkonflik dengannpihak lain atau orangglain agarrdicapai sebuah 
kesepakatan antaraatujuan danKkesejahteraan antara kedua belahhpihak.  
Beberapatteknik dannketerampilan yanggdapat digunakangdalam 
melakukannperannmediator, yaitu;a(a) membantuupihak-pihak yangbbertikai 
dalammmengidentifikasi sebuah kepentinganNbersama, (b)Mmencari 
persamaannnilai dari  berbagai pihakYyang terlibattdalammkonflik,ddan 
(c)Mmemfasilitasi komunikasiDdengan cara mendukunggmereka agarrmampu 
berbicarassatu samaalain, galaway (dalam Suharto, 2010: 101). 
4. SebagaiPPembela (advocate) 
Peran sebagai pembela dalam prakter pekerjassosial, dalam masyarakat stidak 
terlepas dari situasi politik sebagai  seorang pekerja sosial harus berhadapan dengan 
sistem politik dalam rangka untuk menjamin kebutuhan\serta sumberryang 
diperlukan oleh masyarakataatau dalam melaksanakan tujuan pengembangan 
masyarakat. Andaikan pelayanan dan sumberrsulit untuk dijangkau oleh masyrakat, 
disitulah pekerjaasosial hadir sebagai pembela. 
5. SebagaiIPelindungg(Protector) 
Seorang pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (Guardian 
role), pekerja sosial bergerak  sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan korban, 
calon korban, serta populasi yang beresiko lainnya. Pernanan sebagai pelindung 
mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a)kkekuasaan, 
(b)ppengaruh, (c)Ootoritas, dan (d) pengawasan sosial. Peran sebagai pelindung 
meliputii: a) menentukan siapa klien yang paling utama; b) menjamin bahwa 
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tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur proses perlindungan; dan c) 
berkomunikasiddengan berbagai pihakkyang terpengaruh oleh tindakan sesuai 
dengan tanggungjawab etis,llegal, dannrasional praktek pekerja sosial... 
Pekerja sosial merupakanssuatu strategi yang sangatTmenentukan keberhasilan 
sebuah program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip sebagai pekerja 
sosial,yyakni membantu orang agar mampu memulihkan dirinyaasendiri. Selain itu 
peranan sebagi seorang pekerja sosial sebagai agen perubahan yang turut membantu 
dan memecahkanssebuah masalah yang dialami penyandangtmasalah ksejahteraan 
sosial seperti lansiaadan lainnya. 
